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TEMPAT PENGOLAHAN SAMPAH DI BANTUL DIMINTA TINGKATKAN 

PENDAPATAN SAAT JADI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH 

 

 

Sumber Gambar: https://detik.com 

 

 

Isi Berita: 

Harianjogja.com, BANTUL - Beberapa tempat pengolahan sampah yang akan diubah 

statusnya menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) ditargetkan bisa 

meningkatkan penghasilan dari pengolahan sampah. Kepala Dinas Lingkungan Hidup 

(DLH) Bantul Bambang Purwadi Nugroho mengungkapkan selama ini Pemkab Bantul 

berhasil mendapatkan penghasilan hingga miliaran rupiah dari pengangkutan sampah. 

 

Dengan adanya tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) yang pengelolaannya beralih 

menjadi BLUD, DLH menargetkan beberapa TPST tersebut mampu meningkatkan 

penghasilan dari pengolahan sampah. “Itu (realisasi retribusi sampah) dulu hasil retribusi 

pengangkutan sampah, sekarang dengan adanya (TPST) BLUD, jadinya mengangkut dan 

mengolah sampah,” katanya, Selasa (11/2/2025). Bambang mengaku tahun lalu 

menargetkan agar tempat pengolahan sampah mampu menghasilkan Rp1,8 miliar dari 

retribusi sampah. Jumlah tersebut realisasinya melebihi target dengan capaian Rp2,3 

miliar. 
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Sementara dengan adanya tiga tempat pengelolaan sampah yang telah menjadi BLUD, 

DLH menargetkan agar tahun ini pendapatan dari retribusi sampah Rp1,8 miliar dengan 

capaian sampai Bambang mengungkapkan hasil pengolahan sampah yang dikirim ke 

perusahaan penampung telah mendapatkan pemasukan untuk pendapatan daerah sebesar 

Rp200.000 per satu ton keripik sampah. Sementara pupuk organik hasil pengolahan 

sampah organik di beberapa tempat pengelolaan sampah belum diperjualbelikan. Sampah 

tersebut selama ini digunakan DLH sebagai media tanam. Masyarakat dapat mengakses 

pupuk tersebut dengan bersurat ke DLH. 

 

Bambang menuturkan ketika TPST telah menjadi BLUD, maka manajemen operasional 

keuangannya lebih mandiri. “Jadi TPST tetap sama seperti sebelumnya ada target, namun 

[TPST BLUD] harus membuat rencana bisnis dan anggaran (RBA). Ketika ada 

pendapatan daerah dapat langsung digunakan untuk kebutuhan, ini bisa memangkas alur 

birokrasi,” katanya. 

 

Sebelumnya, Pemkab Bantul menargetkan agar TPST Argodadi, TPST Modalan, dan ITF 

Niten pengelolaannya beralih menjadi BLUD. Selain itu, beberapa tempat pengelolaan 

sampah lain ditargetkan dapat beralih menjadi BLUD di kemudian hari. Beberapa tempat 

pengelolaan sampah yang ditargetkan akan menjadi BLUD antara lain TPS3R 

Sokowaten, TPSR Bantul, dan TPS3R Srigading. 

 

Sumber Berita: 

1. https://jogjapolitan.harianjogja.com, Tempat Pengolahan Sampah Di Bantul Diminta 

Tingkatkan Pendapatan Saat Jadi BLUD, 11 Februari 2025; 

2. https://rri.co.id, Pemkab Bantul Desak TPST Menjadi BLUD, 09 Februari 2025; 

3. https://radarjogja.jawapos.com, Dua TPST Bantul Resmi Jadi BLUD, DLH Bantul 

Klaim Lebih Efektif Untuk Pengelolaannya, 3 Februari 2025. 

 

Catatan: 

Peraturan Perundang-Undangan: 

A. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara  

1. Pasal 1 angka 23: Badan Layanan Umum adalah instansi di lingkungan 

Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat 

berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan 

mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip 

efisiensi dan produktivitas. 

https://jogjapolitan.harianjogja.com/
https://rri.co.id/
https://radarjogja.jawapos.com/
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2. Pasal 68 ayat (1): Badan Layanan Umum dibentuk untuk meningkatkan 

pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum 

dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 

3. Pasal 68 ayat (2): Kekayaan Badan Layanan Umum merupakan kekayaan 

negara/daerah yang tidak dipisahkan serta dikelola dan dimanfaatkan 

sepenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatan Badan Layanan Umum yang 

bersangkutan. 

4. Pasal 68 ayat (4): Pembinaan keuangan Badan Layanan Umum pemerintah 

daerah dilakukan oleh pejabat pengelola keuangan daerah dan pembinaan teknis 

dilakukan oleh kepala satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab 

atas bidang pemerintahan yang bersangkutan. 

5. Pasal 69 ayat (1): Setiap Badan Layanan Umum wajib menyusun rencana kerja 

dan anggaran tahunan. 

6. Pasal 69 ayat (2): Rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan 

kinerja Badan Layanan Umum disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak 

terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja 

Kementerian Negara/Lembaga/pemerintah daerah. 

7. Pasal 69 ayat (4): Pendapatan yang diperoleh Badan Layanan Umum 

sehubungan dengan jasa layanan yang diberikan merupakan Pendapatan 

Negara/Daerah.  

8. Pasal 69 ayat (5): Badan Layanan Umum dapat memperoleh hibah atau 

sumbangan dari masyarakat atau badan lain. 

9. Pasal 69 ayat (6): Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) 

dapat digunakan langsung untuk membiayai belanja Badan Layanan Umum 

yang bersangkutan. 

10. Pasal 69 ayat (7): Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan Badan 

Layanan Umum diatur dalam peraturan pemerintah. 

B. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan 

Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 

Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 

tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 

1. Pasal 1 angka 1: Badan Layanan Umum, yang selanjutnya disebut BLU, adalah 

instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan 

kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa 

mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya 

didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. 
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2. Pasal 1 angka 2: Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, yang 

selanjutnya disebut PPK-BLU, adalah pola pengelolaan keuangan yang 

memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek 

bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam 

rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, 

sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, sebagai pengecualian dari 

ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya. 

3. Pasal 1 angka 7: Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut 

SKPD, adalah instansi pemerintah daerah yang merupakan bagian dari 

pemerintah daerah yang bertanggung jawab atas bidang tugas yang diemban oleh 

suatu BLU. 

4. Pasal 1 angka 10: Rencana Bisnis dan Anggaran BLU, yang selanjutnya disebut 

RBA, adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi 

program, kegiatan, target kinerja, dan anggaran suatu BLU. 

5. Pasal 2: BLU bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat 

dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan 

bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan 

berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, dan penerapan praktek bisnis 

yang sehat. 

6. Pasal 3 ayat (6): Rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja 

BLU disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana 

kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja kementerian 

negara/lembaga/SKPD/pemerintah daerah. 

7. Pasal 4 ayat (1): Suatu satuan kerja instansi pemerintah dapat diizinkan 

mengelola keuangan dengan PPK-BLU apabila memenuhi persyaratan 

substantif, teknis, dan administratif. 

8. Pasal 4 ayat (2): Persyaratan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

terpenuhi apabila instansi pemerintah yang bersangkutan menyelenggarakan 

layanan umum yang berhubungan dengan: 

a. penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum;  

b. pengelolaan wilayah/kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan 

perekonomian masyarakat atau layanan umum; dan/atau 

c. pengelolaan dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/atau 

pelayanan kepada masyarakat. 

9. Pasal 4 ayat (3): Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

terpenuhi apabila: 



 
[Catatan Berita UJDIH BPK DIY/Ilmia Dewianalisna]                                                           [5] 

 

a. kinerja pelayanan di bidang tugas pokok dan fungsinya layak dikelola dan 

ditingkatkan pencapaiannya melalui BLU sebagaimana direkomendasikan 

oleh menteri/pimpinan lembaga/kepala SKPD sesuai dengan 

kewenangannya; dan 

b. kinerja keuangan satuan kerja instansi yang bersangkutan adalah sehat 

sebagaimana ditunjukkan dalam dokumen usulan penetapan BLU. 

10. Pasal 4 ayat (4): Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

terpenuhi apabila instansi pemerintah yang bersangkutan dapat menyajikan 

seluruh dokumen berikut:  

a. pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan, 

dan manfaat bagi masyarakat; 

b. pola tata kelola; 

c. rencana strategis bisnis; 

d. laporan keuangan pokok; 

e. standar pelayanan minimum; dan 

f. laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit secara 

independen.  

11. Pasal 4 ayat (5): Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan 

kepada menteri/pimpinan lembaga/kepala SKPD untuk mendapatkan 

persetujuan sebelum disampaikan kepada Menteri 

Keuangan/gubernur/bupati/walikota, sesuai dengan kewenangannya.  

12. Pasal 4 ayat (6): Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administratif 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri 

Keuangan/gubernur/bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. 

13. Pasal 5 ayat (1): Menteri/pimpinan lembaga/kepala SKPD mengusulkan instansi 

pemerintah yang memenuhi persyaratan substantif, teknis, dan administratif 

untuk menerapkan PPK-BLU kepada Menteri Keuangan/gubernur/bupati/ 

walikota, sesuai dengan kewenangannya. 

14. Pasal 5 ayat (2): Menteri Keuangan/gubernur/bupati/walikota menetapkan 

instansi pemerintah yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) untuk menerapkan PPK-BLU. 

15. Pasal 5 ayat (3): Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa 

pemberian status BLU secara penuh atau status BLU bertahap. 

16. Pasal 5 ayat (4): Status BLU secara penuh diberikan apabila seluruh persyaratan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dipenuhi dengan memuaskan.  

17. Pasal 5 ayat (5):  Status BLU-Bertahap diberikan apabila persyaratan substantif 

dan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) telah 
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terpenuhi, namun persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

4 ayat (4) belum terpenuhi secara memuaskan. 

18. Pasal 5 ayat (6): Status BLU-Bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

berlaku paling lama 3 (tiga) tahun.  

19. Pasal 5 ayat (7):  Menteri Keuangan/gubernur/bupati/walikota, sesuai dengan 

kewenangannya, memberi keputusan penetapan atau surat penolakan terhadap 

usulan penetapan BLU paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diterima dari 

menteri/pimpinan lembaga/kepala SKPD. 

20. Pasal 9 ayat (1): BLU dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai 

imbalan atas barang/jasa layanan yang diberikan. 

21. Pasal 9 ayat (2): Imbalan atas barang/jasa layanan yang diberikan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar 

perhitungan biaya per unit layanan atau hasil per investasi dana.  

22. Pasal 9 ayat (3): Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus 

mempertimbangkan aspek-aspek:  

a. kontinuitas dan pengembangan layanan;  

b. daya beli masyarakat;  

c. asas keadilan dan kepatutan; dan  

d. kompetisi yang sehat.  

23. Pasal 9 ayat (4): Menteri Keuangan/gubernur/bupati/walikota sesuai dengan 

kewenangannya mengatur pedoman umum penyusunan tarif layanan.  

24. Pasal 9 ayat (5): Menteri/pimpinan lembaga/Sekretaris Daerah/Kepala SKPD 

sesuai dengan kewenangannya mengatur pedoman teknis penyusunan tarif 

layanan BLU.  

25. Pasal 9 ayat (6): BLU menyusun tarif layanan dengan memperhatikan pedoman 

umum dan pedoman teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5).   

26. Pasal 9 ayat (7): Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diusulkan 

oleh pemimpin BLU kepada menteri/pimpinan lembaga/Sekretaris 

Daerah/Kepala SKPD sesuai dengan kewenangannya.  

27. Pasal 9 ayat (8): Menteri/pimpinan lembaga/Sekretaris Daerah/Kepala SKPD 

menyampaikan usulan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kepada 

Menteri Keuangan/gubernur/bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya 

untuk ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan/gubernur/bupati/walikota.  

28. Pasal 9 ayat (9): Menteri Keuangan sesuai dengan kewenangannya, dapat 

mendelegasikan kewenangan penetapan tarif layanan kepada menteri/pimpinan 

Lembaga dan/atau pemimpin BLU. 
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29. Pasal 9 ayat (10): Pendelegasian kewenangan penetapan tarif layanan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditetapkan dalam Peraturan Menteri 

Keuangan. 

30. Pasal 10 ayat (1): BLU menyusun rencana strategis bisnis lima tahunan dengan 

mengacu kepada Rencana Strategis Kementerian Negara/Lembaga atau Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah. 

31. Pasal 10 ayat (2): BLU menyusun RBA tahunan dengan mengacu kepada 

rencana strategis bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).  

32. Pasal 10 ayat (3): RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun 

berdasarkan basis kinerja dan perhitungan akuntansi biaya menurut jenis 

layanannya dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan pendapatan 

yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat, badan lain, dan APBN/APBD 

33. Pasal 11 ayat (1): BLU mengajukan RBA kepada menteri/pimpinan lembaga 

atau kepala SKPD untuk memperoleh persetujuan sebagai bagian dari RKA-K/L 

atau sebagai bagian dari rencana kerja dan anggaran SKPD.  

34. Pasal 11 ayat (3): RBA BLU yang telah disetujui oleh menteri/pimpinan 

lembaga/Kepala SKPD diajukan kepada Menteri Keuangan sebagai bagian 

RKA-K/L atau kepada PPKD sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan 

Daerah tentang APBD. 

35. Pasal 14 ayat (1): Penerimaan anggaran yang bersumber dari APBN/APBD 

diberlakukan sebagai pendapatan BLU. 

36. Pasal 14 ayat (2): Pendapatan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan 

kepada masyarakat dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau 

badan lain merupakan pendapatan operasional BLU. 

37. Pasal 14 ayat (3): Hibah terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain 

merupakan pendapatan yang harus diperlakukan sesuai dengan peruntukan. 

38. Pasal 14 ayat (4): Hasil kerjasama BLU dengan pihak lain dan/atau hasil usaha 

lainnya merupakan pendapatan bagi BLU.  

39. Pasal 14 ayat (5): Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan 

ayat (4) dapat dikelola langsung untuk membiayai belanja BLU sesuai RBA 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.  

40. Pasal 14 ayat (6): Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan 

ayat (4) dilaporkan sebagai pendapatan negara bukan pajak 

kementerian/Lembaga atau pendapatan bukan pajak pemerintah daerah. 

C. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

1. Pasal 1 angka 58: Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat 

BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau 
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unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam 

memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam 

pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan 

Keuangan Daerah pada umumnya. 

2. Pasal 205 ayat (1): Pemerintah Daerah dapat membentuk BLUD dalam rangka 

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan 

peundang-undangan. 

3. Pasal 205 ayat (2): Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah menetapkan kebijakan 

fleksibilitas BLUD dalam Perkada yang dilaksanakan oleh pejabat pengelola 

BLUD. 

4. Pasal 206: Pelayanan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

205 ayat (1) meliputi: 

a. penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum; 

b. pengelolaan dana khusus untuk meningkatkan ekonomi dan/atau layanan 

kepada masyarakat; dan/atau 

c. pengelolaan wilayah/kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan 

perekonomian masyarakat atau layanan umum. 

5. Pasal 207 ayat (1): BLUD merupakan bagian dari Pengelolaan Keuangan 

Daerah. 

6. Pasal 207 ayat (2): BLUD merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan 

yang dikelola untuk menyelenggarakan Kegiatan BLUD yang bersangkutan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

7. Pasal 207 ayat (3): BLUD menyusun rencana bisnis dan anggaran. 

8. Pasal 207 ayat (4): Laporan keuangan BLUD disusun berdasarkan SAP. 

9. Pasal 208: Pembinaan keuangan BLUD dilakukan oleh PPKD dan pembinaan 

teknis BLUD ditakukan oleh kepala SKPD yang bertanggungjawab atas Urusan 

Pemerintahan yang bersangkutan. 

10. Pasal 209 ayat (1): Seluruh pendapatan BLUD dapat digunakan langsung untuk 

membiayai belanja BLUD yang bersangkutan. 

11. Pasal 209 ayat (2): Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi pendapatan yang diperoleh dari aktivitas peningkatan kualitas 

pelayanan BLUD sesuai kebutuhan.  

12. Pasal 210: Rencana bisnis dan anggaran serta laporan keuangan dan Kinerja 

BLUD disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana 

kerja dan anggaran, APBD serta laporan keuangan dan Kinerja Pemerintah 

Daerah. 
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D. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan 

Umum Daerah 

13. Pasal 1 angka 1: Badan Layanan Umum Daerah yang selanjuinya disingkat 

BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksar'a teknis dinas/badan 

daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai 

fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari 

ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya. 

14. Pasal 1 angka 7: Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA 

adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan 

sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD. 

15. Pasal 1 angka 12: Tarif Layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang 

diberikan oleh BLUD termasuk imbalan hasil yang wajar dari investasi dana, 

dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan. 

16. Pasal 2 ayat (1): BLUD bertujuan untuk memberikan layanan umum secara lebih 

efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan 

memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat sejalan dengan Praktek 

Bisnis Yang Sehat, untuk membantu pencapaian tujuan pemerintah daerah yang 

pengelolaannya dilakukan berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh 

kepala daerah. 

17. Pasal 2 ayat (2): Kepala daerah bertanggung jawab atas kebijakan 

penyelenggaraan pelayanan umum. 

18. Pasal 2 ayat (3): Pejabat Pengelola BLUD bertanggung jawab atas pelaksanaan 

pemberian layanan umum terutama pada aspek manfaat yang dihasilkan. 

19. Pasal 2 ayat (4): BLUD merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dari 

pemerintah daerah. 

20. Pasal 2 ayat (5): BLUD merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah. 

21. Pasal 29: Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah yang akan menerapkan 

BLUD memenuhi persyaratan yang meliputi: 

a. substantif; 

b. teknis; dan 

c. administratif. 

22. Pasal 30 ayat (1): Persyaratan substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 

huruf a terpenuhi apabila tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan 

Daerah bersifat operasional dalam menyelenggarakan layanan umum yang 

menghasilkan semi barang/jasa publik. 

23. Pasal 30 ayat (2): Layanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

berhubungan dengan: 
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a. penyediaan barang dan/ atau jasa layanan umum; 

b. pengelolaan dana khusus untuk meningkatkan ekonomi dan/atau layanan 

kepada masyarakat; dan/ atau 

c. pengelolaan wilayah/kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan 

perekonomian masyarakat atau layanan umum. 

24. Pasal 31 ayat (1): Penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a, diutamakan untuk pelavanan 

kesehatan. 

25. Pasal 31 ayat (2): Penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a tidak termasuk penyediaan jasa 

layanan umum yang berkaitan dengan pajak daerah, retribusi perizinan tertentu 

dan perizinan. 

26. Pasal 31 ayat (3): Dalam melakukan penyediaan barang dan/atau jasa layanan 

umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a, Unit Pelaksana 

Teknis Dinas/Badan Daerah dapat menjadi penyedia dalam pengadaan barang 

dan/atau jasa yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun swasta sesuai dengan 

Praktik Bisnis Yang Sehat sebagai salah satu bentuk pengembangan layanan 

umum.  

27. Pasal 34 ayat (1): Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 

huruf b, terpenuhi apabila: 

a. karakteristik tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah 

dalam memberikan pelayanan lebih layak apabila dikelola dengan 

menerapkan BLUD, sehingga dapat meningkatkan pencapaian target 

keberhasilan; dan 

b. berpotensi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kinerja 

keuangan apabila dikelola dengan menerapkan BLUD. 

28.  Pasal 35 ayat (1): Kriteria layak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (l) 

huruf a, meliputi: 

a. memiliki potensi untuk meningkatkan penyelenggaraan pelayanan secara 

efektif, efisien, dan produktif; dan 

b. memiliki spesifikasi teknis yang terkait langsung dengan layanan umum 

kepada masyarakat. 

29. Pasal 35 ayat (2): Kriteria berpotensi meningkatkan pelayanan kepada 

masyarakat dan kinerja keuangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat 

(1) huruf b, meliputi: 
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a. perkiraan rencana pengembangan yang dilihat, misalnya dari 

peningkatan/diversifikasi unit layanan, jumlah konsumen dan tingkat 

kepuasan konsumen; dan 

b. perhitungan/rencana peningkatan pendapatan dalam beberapa tahun yang 

akan datang dengan ditetapkannya menjadi BLUD. 

30. Pasal 36: Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf 

c terpenuhi, apabila Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah membuat dan 

menyampaikan dokumen, meliputi: 

a. surat pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja; 

b. pola tata kelola; 

c. Renstra; 

d. standar pelayanan minimal; 

e. laporan keuangan atau prognosis/proyeksi keuangan; dan 

f. laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit oleh pemeriksa 

eksternal pemerintah. 

31. Pasal 46 ayat (1): Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah yang akan 

menerapkan BLUD mengajukan permohonan penerapan kepada kepala SKPD. 

32. Pasal 46 ayat (2): Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

mengajukan permohonan kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. 

33. Pasal 46 ayat (3): Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dan ayat (2) dengan melampirkan dokumen persyaratan administratif 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36. 

34. Pasal 47 ayat (1): Kepala daerah melakukan penilaian terhadap permohonan 

penerapan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46. 

35. Pasal 47 ayat (2): Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), kepala daerah membentuk tim penilai yang ditetapkan dengan keputusan 

kepala daerah. 

36. Pasal 48 ayat (1): Tim penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) 

bertugas untuk menilai permohonan penerapan BLUD paling lama 3 (tiga) 

bulan. 

37. Pasal 48 ayat (3): Hasil penilaian oleh tim penilai sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) disampaikan kepada kepala daerah sebagai bahan pertimbangan 

penetapan atau penolakan penerapan BLUD. 

38. Pasal 49 ayat (1): Penerapan BLUD ditetapkan dengan keputusan kepala daerah 

berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3). 
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39. Pasal 49 ayat (2): Keputusan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

disampaikan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah paling lama 1 

(satu) bulan sejak tanggal ditetapkan. 

40. Pasal 50: Struktur anggaran BLUD, terdiri atas: 

a. Pendapatan BLUD; 

b. Belanja BLUD; dan 

c. Pembiayaan BLUD. 

41. Pasal 51: Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a 

bersumber dari: 

a. Jasa layanan; 

b. Hibah; 

c. Hasil kerja sama dengan pihak lain; 

d. APBD; dan 

e. Lain-lain pendapatan BLUD yang sah. 

42. Pasal 52 ayat (1): Pendapatan BLUD yang bersumber dari jasa layanan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a berupa imbalan yang diperoleh 

dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.  

43. Pasal 54 ayat (1): Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 

huruf a sampai dengan huruf e dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran 

BLUD sesuai RBA, kecuali yang berasal dari hibah terikat. 

44. Pasal 58 ayat (1): Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah yang menerapkan 

BLUD menyusun RBA mengacu pada Renstra. 

45. Pasal 58 ayat (2): RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun 

berdasarkan: 

a. anggaran berbasis kinerja; 

b. standar satuan harga; 

c. kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan 

diperoleh dari layanan yang diberikan kepada masyarakat, hibah, hasil kerja 

sama dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya, APBD, dan sumber 

pendapatan BLUD lainnya. 

46. Pasal 59 ayat (1): RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) meliputi: 

a. ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan; 

b. rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan; 

c. perkiraan harga; 

d. besaran persentase ambang batas; dan 

e. perkiraan maju atau /forward estimate. 
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47. Pasal 81 ayat (1): BLUD mengenakan Tarif Layanan sebagai imbalan atas 

penyediaan layanan barang/jasa kepada masyarakat. 

48. Pasal 81 ayat (2): Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa 

besaran Tarif dan/atau pola Tarif. 

49. Pasal 81 ayat (3): Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun 

atas dasar: 

a. perhitungan biaya per unit layanan; atau 

b. hasil per investasi dana. 

50. Pasal 81 ayat (4): Tarif Layanan yang disusun atas dasar perhitungan biaya per 

unit layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a bertujuan untuk 

menutup seluruh atau sebagian dari biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan 

barang/jasa atas layanan yang disediakan oleh BLUD. 

51. Pasal 90 ayat (1): BLUD dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain, untuk 

meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan. 

52. Pasal 91 ayat (1): Kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pasa 90, 

meliputi: 

a. kerja sama operasional; dan 

b. pemanfaatan barang milik daerah. 

53. Pasal 91 ayat (2): Kerja sama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (l) 

huruf a dilakukan melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara 

bersama dengan mitra kerja sama dengan tidak menggunakan barang milik 

daerah. 

54. Pasal 91 ayat (3): Pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf b dilakukan melalui pendayagunaan barang milik daerah dan/atau 

optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan 

untuk memperoleh pendapatan dan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum 

yang menjadi kewajiban BLUD. 

55. Pasal 101 ayat (3): Bupati/Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan 

terhadap BLUD di daerah kabupaten/kota. 

56. Pasal 102: Dalam rangka pembinaan untuk menjaga kesinambungan 

implementasi kebijakan BLUD di daerah, pemerintah daerah wajib melaporkan 

Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah yang menerapkan BLUD disertai 

kinerja keuangan dan nonkeuangan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal 

Bina Keuangan Daerah. 

 


